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Lidya Tiara Batubara, (2021): Analisis Peran Isteri Menyelenggarakan        
Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI 
Pasal 83 Ayat 2 
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya KHI Pasal 83 ayat 2 
mengenai kewajiban isteri yang bunyinya “Isteri wajib menyelenggarakan dan 
mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Artinya 
peran domestic ini adalah menjadi suatu kewajiban yang harus diselenggarakan 
seperti, membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan 
sekaligus makanan siap santap untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah 
tangga dari pencurian, mengurusi anak, dan sebagainya. Pasal ini menuai banyak 
polemik, khususnya di kalangan para kaum feminim, yang mana pasal ini telah 
membatasi ruang gerak seorang wanita ingin berkarir atau terjun ke dunia 
pekerjaan, maka wanita harus melakukan peran ganda yang sangat memberatkan 
padahal dalam hukum Islam isteri tidak wajib mengerjakannya. Untuk itu, adapun 
yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kewajiban 
isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2 dan 
bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran isteri menyelenggarakan 
pekerjaan rumah tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2. 
 Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum islam normative atau sering 
disebut dengan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan 
pendekatkan yuridis normative dengan metode kualitatif melalui pengumpulan 
data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan, 
diolah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan KHI Pasal 83 ayat 2, kemudian data diperoleh dan dianalisis dengan teori-
teori yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan 
persoalan ini. 
Kesimpulan dari skripsi adalah pada prinsipnya, para imam mazhab yang 
empat (Abu Hanafiah, Maliki, Syafi‟I dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa 
suami tidak boleh memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, 
karena hakikat dari akad nikah adalah untuk saling bersenang-senang (istimta‟), 
bukan untuk pelayanan (istikhdam) serta di ambil manfaatnya. Dan ulama-ulama 
lain juga mengatakan hadist-hadist yang menceritakan khidmat seorang isteri 
terhadap suaminya itu merupakan perbuatan suka rela dan akhlak mulia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung beban kerja lebih 
lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai domestic worker. Pekerjaan rumah 
tangga yang tidak mengenal titik (tidak ada hentinya) dianggap sudah  
merupakan kewajiban isteri. Hal ini disosialisasikan secara turun menurun 
oleh adat, hingga perempuan sendiri merasa sebagai kebenaran dan 
menikmatinya meskipun tidak memperoleh penghargaan. Sebaliknya suami 
diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan-
pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak, mengasuh 
anak dan lain-lain yang sangat menyita waktu.  
Beban tersebut tentu bertambah berat jika isteri juga bekerja mencari 
nafkah. Sedangkan suami karena diposisikan sebagai kepala rumah keluarga, 
untuk keperluannya saja harus dilayani isteri. Hal tersebut dibenarkan oleh 
adat, yang berakibat membutakan mata hati suami, tidak dapat membedakan 
apakah benar ia mencintai isterinya atau mengeksploitasinya sepanjang waktu. 
Sering kita jumpai isteri yang tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, 
sehingga ia tidak bisa mengikuti perkembangan yang dicapai oleh suaminya.
1
 
Seorang wanita dinikahi bukanlah sebagai tukang masak dan mencuci. 
Jika seorang wanita pandai memasak, maka hal tersebut merupakan suatu 
                                                             
1
Tutik Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Maliki 




kelebihan bukan kewajiban. Isteri merupakan seorang ratu di dalam rumah. 
Dan seorang ratu sudah sepatutnya memiliki pembantu, dan merupakan 
kewajiban seorang suami untuk menyediakan pembantu untuk isterinya. 
Seorang isteri pada hakikatnya tidak berkewajiban melakukan aktivitas 




Dalam format berfikir bangsa kita, posisi seorang isteri memang lebih 
merupakan abdi atau pembantu buat suami. Seolah-olah kita mengatakan 
bahwa Islam telah mewajibkan para isteri untuk melakukan banyak pekerjaan 
rumah tangga, layaknya seorang pembantu. Isteri harus menyapu, mengepel, 
menyetrika, memasak, dan semua pekerjaan rumah tangga lainnya. Waktunya 
akan banyak tersita dengan pekerjaan sebanyak itu. Bahkan waktu suaminya 
pulang, isteri sudah lelah dengan pekerjaan rumah tangga hariannya. Tidak 
ada waktu untuk melayani suami dan anak-anaknya.
3
 
Fiqih semua mazhab sama sekali tidak memberi beban kepada isteri, 
baik beban pekerjaan domestik, reproduksi non kodrati, seperti merawat anak, 
dari memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan menurut imam Malik, 
menyusui juga merupakan tanggung jawab suami, apalagi beban ekonomi, 
adalah merupakan tanggung jawab penuh suami. Fiqih juga mengharuskan 
                                                             
2
 Jamil Azzaini, A Tribute To Others Empowering Leadership, (Bandung: PT. Mizan 
Pustaka, 2016), Cet. 2, h. 80 
3
 Ahmad Sarwat, Isteri Bukan Pembantu, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Cet. 




suami bersikap baik secara psikologis kepada isteri. Tugas isteri menurut fiqih 
adalah taat kepada suami.
4
 
Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian 
fuqaha‟ berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk 
melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. 
Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud 
menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan 
menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang 
lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah 
tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi‟i, Maliki, dan 
Zahiriyah.
5
 Dalam kitab-kitab fikih klasik sudah dijelaskan secara rinci oleh 
para ulama mengenai perkara yang sebenarnya bukan termasuk kewajiban 




Pada prinsipnya, para imam mazhab yang empat (Abu Hanafah, Malik, 
Syafi‟i dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh 
memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan domestik, karena hakikat dari akad 
nikah adalah untuk saling bersenang-senang (istimta‟), bukan untuk pelayanan 
                                                             
4
 Tutik Hamidah,  loc..cit 
5
Abdul Madjid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Penerjemah: 
Harits Fadly dan Ahmad Khotib,  (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294. 
6
Ali Muhanif, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 




(istikhdam) serta di ambil manfaatnya.
7
 Para ulama ahli zhahir berpendapat, 
sesungguhnya akad nikah itu menuntut kesenangan bukan untuk memberikan 
pelayanan, memberikan manfaat-manfaat. Mereka mengatakan bahwa hadits-
hadits yang menceritakan khidmat seorang isteri terhadap suaminya itu 
merupakan perbuatan sukarela dan akhlak mulia.
8
 
Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya semua pekerjaan itu 
bukanlah kewajiban seorang isteri, melainkan kewajiban suami itu sendiri.  
Hanya saja memang alangkah baiknya sang isteri mau membantu sang suami 
dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Sebagaimana dijelaskan 
dalam kitab Al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah juz 19: 




Artinya:  “Jumhur ulama (Syafi‟iyah dan Hanabilah dan sebagian 
Malikiyah) berpendapat bahwasanya isteri tidak wajib melayani 
suaminya. 
 
Dalam kitab fiqh kontemporer, yaitu Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, 
Syeikh Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan peran isteri dalam masalah 
urusan rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa itu semua bukanlah kewajiban 
sang isteri, melainkan kewajiban sang suami. 
                                                             
7 Ibid 
8
Ali Yusuf as-Subki, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 2, h. 170 
9
 Wijaratul al-Auqat wa asy-Sya‟un  al-Islamiyah, Al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah al-




كً ٚغ١ؽ٘ب ِٓ اِب ٚاخت اٌؿٚخخ: فال ٠دت ػ١ٍٙب ضعِخ ؾٚخٙب فٟ اٌطجؿ ٚاٌطسٓ ٚاٌطجص ٚاٌغ
اٌطعِبد, ٚػ١ٍٗ أْ ٠أر١ٙب ثطؼبَ ١ِٙأ إْ وبٔذ ِّٓ ال رطعَ ٔفكٙب, ألْ اٌّؼمٛظ ػ١ٍٗ ِٓ خٙزٙب ٘ٛ 




Artinya : Adapun kewajiban seorang isteri adalah: dia tidak memiliki 
kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, 
menggiling tepung, memasak, mencuci, mencuci serta jenis 
pelayanan yang lainnya. Si suami harus mendatangkan makanan 
yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri adalah orang yang 
tidak biasa melayani dirinya sendiri, karena objek yang diakadkan 
dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya (istimta‟), 
maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya”. 
 
Masalah kewajiban seorang suami mempergauli isterinya dengan cara 
yang baik, maka Allah SWT. berfirman: 
                            
     
Artinya :  “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
11
 kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa‟[4]: 19) 
 
Di Indonesia dapat kita lihat, jika ada seorang suami mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga, maka ini akan terlihat sangat aneh, bahkan ada istilah 
„suami takut isteri‟. Masyarakat Indonesia umumnya di perdesaan mereka 
memahami bahwa peran suami untuk memasak, mencuci, menyapu, itu semua 
lumrah dilakukan ketika isteri sakit atau pasca melahirkan, karena sang isteri 
                                                             
10
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), 
Cet. 2, Jil. 7, h.334 
11 Maksud dari  “Dan bergaullah dengan mereka secara patut” , ada ulama yang 
memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada isteri yang dicintainya atau tidak. 
Kata (ِؼؽٚف ) mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari 
itu, yaitu berbuat ihsan dan berbuat yang baik-baik kepada isrti. Lihat Quraish Shihab, Tafsir al-





tidak mungkin melakukan itu semua seperti biasanya. Maka ini sangat aneh, 
karena sesungguhnya ketika suami melakukan peran domestik, maka ia 
sedang melakukan kewajibannya. Karena menurut fiqh, itu semua bukanlah 
kewajiban seorang isteri. Terlebih lagi di Indonesia, UU mengatur bahwa 
memang ranah domestik itu menjadi kewajiban isteri. 
Di Indonesia, perihal hukum perdata menyangkut perkawinan sudah di 
atur oleh UU tersendiri, dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban suami 
isteri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang telah termuat dalam KHI 
adalah dimulai dari pasal 77- 84 (Bab Hak dan Kewajiban Suami Isteri).  
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan 
suami isteri terdapat dalam pasal 79, yaitu:  
1. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.12 
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 Penegasan peran pada ayat (1) di atas dinilai oleh sebahagian kelompok tertentu, 
khususnya para kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan 
struktur patriarkhi dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur 
peran perempuan dalam keluarga. 
Menurut T.O Ihromi, penekanan kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga, berarti 
kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami sebagai pencari nafkah yang kegiatannya di 
ranah publik.  Sangat jelas disini terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas antara suami dan 
isteri. Dalam kenyataan dilapangan, isteri banyak yang bekerja diluar rumah, namun karena peran 
gendernya sebagai ibu rumah tangga, maka ia berperan ganda. Karena peran tersebut, maka setelah 
pulang bekerja, seorang isteri harus kembali bekerja menyelesaikan berbagai aktivitas domestik. 
Dibandingkan dengan seorang suami, setelah bekerja ia bisa langsung istirahat. Sangat jelas 
adanya ketimpangan.  
Ketentuan tersebut bukan berarti bahwa semua tugas domestik dibebankan sepenuhnya 
dipunggung isteri dan suami tidak ikut membantu. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan suami 
membantu isteri sebagaimana isteri membantu suaminya bekerja mencari nafkah. Namun 
realitasnya, banyak suami yang menolak membantu isteri di dapur sebab dianggap bukan 
tugasnya, tetapi mereka tidak menolak jika isterinya ikut membantu mencangkul di sawah. Tidak 
boleh ada pembakuan bahwa peran domestik yang menjadi beban isteri dan peran di ruang publik 
yang menjadi hak suami. Lihat Asni, Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di 
Indonesia (Telaah KHI Perspektif Kesetaraan Gender), Jurnal Perempuan, h. 4 
Siti Musdah Mulia juga mengatakan dalam wawancaranya dengan Ulil Absor Abdalla 
pada 28 Agustus 2003, saat ia menjabat sebagai staf ahli Menteri Agama bidang Organisasi dan 
Hukum, ia mengatakan bahwa dalam KHI produk fikih yang dimuat justru bersifat diskriminatif 
terhadap perempuan. Jika ditinjau dari segi isi, menurut beliau KHI sangat konservatif. Ditinjau 
dari kalangan para feminis, khususnya aspek kesetaraan gender, banyak pasal yang tidak sejalan 
dengan aspirasi keadilan gender, seperti pasal kewajiban suami isteri, harta kekayaan, dan juga hak 




2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama         
masyarakat.  
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.  
 
Dalam pasal ini, banyak terjadi perdebatan tentang kedudukan seorang 
isteri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban menyelenggarakan 
pekerjaan rumah tangga, yang mana pasal ini dinilai terlalu mengekang ruang 
lingkup gerak perempuan hanya dalam lingkungan domestik saja. Dalam 
kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, kewajiban seorang isteri juga 
disebutkan dalam pasal selanjutnya. 
Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban isteri 
terhadap suaminya, yaitu:  
Pasal 83 
1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di    
    dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.  
2. Isteri menyelanggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- 




Dalam pasal 83 KHI ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban seorang isteri 
adalah menyelanggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
                                                                                                                                                                       
menyatakan suami sebagai kepala keluarga dan isteri seorang ibu rumah tangga, maka Musdah 
Mulia menilai bahwa pasal ini telah membakukan peran perumpuan dalam aktivitas domestik. Ia 
juga mengatakan bahwa sudah selayaknya isi KHI yang dianggap bias gender diubah secara 
keselurhan, karena tidak memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak-anak. Lihat  
Siti Musdah Mulia, Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif, dalam 
islamlib.com/kajian/fikih/siti-musdah-mulia-kompilasi-hukum-islam-sangat-konservatif/. Diakses 
pada 14 September 2020, Pukul 10.00 WIB. 
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 Bunyi pasal ini juga sama dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, 




dengan sebaik-baiknya. Artinya, peran
14
 domestik ini adalah menjadi suatu 
kewajiban yang harus diselenggarakan. Seperti membereskan pekerjaan rumah 
tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, 




Pasal ini memang menuai banyak polemik, khususnya di kalangan para 
kaum feminim, yang mana pasal ini dinilai mendiskriminasi kaum wanita, 
karena pasal ini telah membatasi ruang gerak seorang wanita hanya dalam 
ranah domsetik saja. Sehingga ketika seorang wanita ingin berkarir atau terjun 
ke dunia pekerjaan, maka wanita harus melakukan peran ganda yang sangat 
memberatkan. Setelah mereka lelah bekerja diluar, sesampainya dirumah 
mereka kembali lagi bekerja mengurusi pekerjaan rumah tangganya. 
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 Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang 
berkedudukan di masyarakat
 
. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 
) h.845 
Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial 
tertentu. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka 
ia menjalankan suatu peranan. Lihat Syaron Briggette Lantaeda, Peran Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik, 
Vol. 4 No. 048,  h. 2 
Dari penjelasan makna peran di atas, maka maksud peran isteri adalah suatu perilaku 
yang harus dilakukan  atau ditunaikan oleh isteri dari kedudukan yang dimilikinya. Dalam hal ini 
kedudukannya adalah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas menyelenggarakan keperluan 
dan pekerjaan rumah tangga. 
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 Islamiyati, Jurnal, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres 




Jika dibandingkan dengan yang telah penulis uraikan di atas, maka ada 
perbedaan yang tampak sangat jelas antara teori dan praktek di kalangan 
masyarakat. Realita yang terjadi dilapangan terlihat berbeda dengan fatwa 
para ulama yang telah disebutkan di atas. Begitu juga dengan pasal dalam KHI 
dan UU perkawinan, sangat tampak perbedaannya dengan hukum fiqih 
mengenai tugas seorang isteri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. 
Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 
permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis 
kemas hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis 
beri judul “Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan 
Rumah Tangga dalam KHI Pasal 83 Ayat 2” 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, serta tidak menyimpang 
dari topik permasalahan, maka dalam hal inipenulis membatasi masalah hanya 
pada ruang lingkup peran isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga 
dalam KHI. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berangkat dari batasan masalah di atas. Maka penulisakan meneliti dan 
membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Mengapa KHI Pasal 83 Ayat 2 menetapkan isteri wajib menyelenggarakan 




2. Bagaimana Analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan Pekerjaan 
rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2?  .  
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kewajiban Isteri menyelenggarakan pekerjaan 
Rumah Tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2. 
b. Untuk mengetahui analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan 
pekerjaan rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum 
(SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk 
dibangku perkuliahan. 
b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu 
pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam. 
c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 
khususnya dalam masalah hukum keluarga. 
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara 
sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses 





Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, 
yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga 
pengambilan kesimpulan. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan kepustakaan (library research), yakni 
suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara 
mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada 
relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.
16
 
2. Sumber Data 
a. Data primer, yaitu bahan yang di ambil dari KHI. 
b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan 
primer, yang di ambil dari kitab-kitab fiqih seperti Fiqh al-iIslam Wa 
Adillatuhu, Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid, dan kitab lainnya yang 
ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan 
terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dll. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari 
literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan 
dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan 
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berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga 
mudah dalam melakukan analisis. 
4. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisa data penulis menggunakan content analysis. 
Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisi buku atau 
litarature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep 
maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah 




5. Metode Penulisan 
a. Deduktif yaitu uraian yang di ambil menggunakan kaedah-kaedah 
umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus. 
b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 
penelitian ini dianalisa dan di ambil kesimpulan secara umum. 
c. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan 
fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,  
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB II :  Dalam bab ini akan diuraikan sejarah kompilasi hukum Islam, 
dasar kewajiban isteri dalam kompilasi hokum Islam. 
BAB III : Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan, dasar hukum 
pernikahan, hukum  menikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan 
manfaat pernikahan. 
BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang 
kewajiban isteri menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga 
dan analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan Pekerjaan 
rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2.  




SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam 
Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu di ambil dari kata compilare 
yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah 
mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-
mana.
18
 Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi compilation (dalam bahasa 
Inggris) atau copilatie (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut 




Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan 
dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari berbagai buku/tulisan mengenai 
sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum 
adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau 
bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.
20
 
Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian 
banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang 
lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat 
Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan 
tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat 
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memberikan peniaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses 
pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus 
dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai 
salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu 
loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.
21
 
Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan 
Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. 
Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 
tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 




Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran ke arah kesatuan 
hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan 
Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi 
menjadi 3 periode: 
1. Periode awal sampai tahun 1945 
Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum 
adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam 
perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan 
praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan 
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masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, 
melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. 
Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir 
abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian 
diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan 
lainnya. 
Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang 
kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang 
dikenal dengan Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula 




Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam di akui oleh 
pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah godsdienstige 
wetten, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering Reglemen 
tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 Regeering 
Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata 
antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan 
dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau 
kepala masyarakat mereka yang yang menyelesaikan masalah itu menurut 
undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang 
diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu Priesterraad 
(Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam Staatsblaad 1882 
                                                             




Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap Lanandraad di Jawa 
dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya 
sama dengan wilayah hukum Landraad”. Dulunya Pengadilan Agama 
disebut dengan nama Priesterraad yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini 
sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau 
Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau 
peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927. 
Pada mulanya Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan 
tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan 
perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, 
dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu 
perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, 
baitul mal, dan wakaf. 
Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia di antaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, 
kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum 
Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, 
kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian 
memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara 





Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan 
tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya 
memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, di antaranya 
perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, 
baitul mal, dan wakaf.
24
 
2. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985 
Pemerintah Replubik Indonesia menemukan kenyataan bahwa 
hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai 
kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang 
lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk meenuhi kebutuhan mendesak 
akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak 
dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang 
bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara 
kesatuan.Peraturan-peraturan tersebut ialah Huwellijksordonnantie S 1929 
No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan Huwelliijksordonnantie Buitengewesten S. 
1932 No. 482. 
Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam 
ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 
Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk 
                                                             




(bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, 
talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.
25
 
Hal demikian sejalan dengan dikeluarkanya Edaran Biro Peradilan 
Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari 
PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama 
atau Mahkamah Syar‟iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh 
mu‟tabarah sebagai berikut: 
a. Al-Bajuri. 
b. Fath al-Mu‟in dan Syarah. 
c. Syarqawi „Ala al-Tahrir. 
d. Qalyubi /Al-Mahalli. 
e. Tuhfah. 
f. Tarqib al-Musytaq. 
g. Al-Qawanin al-Syar‟iyyah (li „Usman ibn Yahya) 
h. Fath al-Wahab dan Syarahnya. 
i. Al-Qawanin al-syar‟iyyah (li Sadaqah Dahlan). 
j. Syamsuri li al-Faraid. 
k. Bughyah al-Mustarsyidin. 
l. Kitab al-Fiqh „ala al-Mazhabil al-Arba‟ah. 
m. Mugni al- Muhtaj.26 
 
Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah 
milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam ke arah hukum 
tertulis. Namun demikian, bagianbagian tentangperkawinan, kewarisan, 
wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih 
berada di luar hukum tertulis.
27
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Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah 
Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama 
sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 
serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 
telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER 
MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen 
Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka 
kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan 
bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam 
masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan 
diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan 
Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.
28
 
Dalam kegiatan tersebut telah diikut sertakan ahli hukum dan 
beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, 
Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga 
tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta 
perorangan lainnya. 
3. Periode 1985 sampai sekarang 
Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan 
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang 
                                                             




penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 
07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.
29
 
Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana 
proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih 
dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan 
proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 
tahun.Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan 
Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar 
Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi 
langsung dari Presiden Soeharto sendiri.
30
 
Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa 
Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. 
KetuaMuda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing 
HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan 
Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA 




Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, 
SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan 
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Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan 
Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. 
Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah 
Agung dengan wakil sekretaria Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara 
adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari 
Departemen Agama. 
Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi: 
a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi: 
1. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama) 
2. Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung) 
3. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama) 
b.  Pelaksana Bidang Wawancara: 
1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung) 
2. Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama) 
c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data: 
1. H. Amiroeddin Noer, SH ( Hakim Agung Mahkamah Agung) 
2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)32 
Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 
1985 tersebut di atas di tentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut 
adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum.Sasarannya 
mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-
putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat 
                                                             




Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan 
tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam 
melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara: 
a. Pengumpulan Data. 
Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ 
pengkajian  kitab-kitab. 
b. Wawancara. 
Wawancara dilakukan dengan para ulama. 
c. Lokakarya. 
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu 
diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya. 
d. Studi perbandingan. 
Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar 




Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui 
jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat 
oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, 
SH, di antaranya: 
a. Jalur Kitab 
Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang 
berpengaruh di Indnesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga 
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Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, 
minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-
permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi 
Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana 
pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainya 
mengenai masalahmasalah hukum yang telah diselesaikan.
35
 Dalam 
penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum 
Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh 
yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu: 
1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh: 
a. Al Bajuri 
b. Fathul Mu‟in 
c. Syarqawi „ala al-Tahrier 
d. Mughni Muhtaj. 
e. Nihayah Al Muhtaj. 
f. Asy Syarqawi. 
 
2.   IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 
a. I‟anah al-Thalibien.  
b. Tuhfa. 
c. Tarqhib al-Musytaq. 
d. Bulghat al-Salik. 
e. Syamsuri fil Faraidl. 
f. Al-Mudawwanah. 
 
3.   IAIN Antasari Banjarmasin: 
a. Qalyubi/Mahalli 
b. Fath al-Wahab. 
c. Bidayah al-Mujtahid. 
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e. Bughyatul Mustarsyidien. 
f. Aqidah wa Syari‟ah 
4.   IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 
a. Al-Muhalla. 
b. Al-Wajiz. 
c. Fath al-Qadier. 
d. A-lfiqh Ala Madzahib al-Arba‟ah. 
e. Fiqh al-Sunnah. 
5.   IAIN Sunan Ampel Surabaya: 
a. Kasyaf al-Qina. 
b. Majmu‟atu Fatawi. 
c. Qawanin Syal‟ah lis Sayid Usman bin Yahya. 
d. Al-Mughni. 
e. Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi. 
6.   IAIN Alauddin Ujung Pandang: 
a. Qawanin Syari‟iyah Sayid Sudaqah Dahlan. 
b. Nawab al-Jalil. 
c. Syarh Ibn „Abidin. 
d. Al-Muwattha‟. 
e. Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki. 
7.   IAIN Imam Bonjol Padang: 
a. Bada‟i al-Sanai. 
b. Tabyin al-Haqaiq. 
c. Al-fatawa al-Hindiyah. 
d. Fath al-Qadir. 
e. Nihayah. 
 
Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami 
banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-
kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh 
Syafi‟i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran 
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b. Jalur Ulama. 
Jalur kedua ini dilaksanakan degan mengumpulkan ulama-
ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh 
ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.
37
 Wawancara ini 
di ambil dari 10 wilayah, di antaranya: 
1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 
20 ulama. 
2) Medan, sebanyak 19 ulama. 
3) Palembang, sebanyak 20 ulama. 
4) Padang, sebnyak 20 ulama. 
5) Bandung, sebanyak 16 ulama. 
6) Surakarta, sebanyak 18 ulama. 
7) Surabaya, sebanyak 18 ulama. 
8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama. 
9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama. 
10) Mataram, sebanyak 20 ulama.38 
 
Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan 
Oktober dan November 1985.Ditambahkannya bahwa para ulama 
kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-
ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan 
partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.
39
 
       c.  Jalur Yurisprudensi. 
Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur 
yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para 
penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama 
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bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat 
Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan 
Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu: 
a) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 
1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981. 
b) b)  Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 
1979/1980, dan       1980/1981. 
c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 
1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984. 
d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 




       d.  Studi Perbandingan. 
Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat 
sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan 
melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi 
banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana 
negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-
bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan 
dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, 
Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, 




Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani 
Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar 
Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 
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Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang 
diperoleh di antaranya: 
a). System Peradilan. 
b).  Masuknya Syariah Law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.  
c). Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi 
pegangan/terapan hukum di bidang Ahwalussyakhsiyah yang 




        e.  Lokakarya. 
Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi 
Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan 
Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang 
pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui 
Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. 
Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 
1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh 
Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil 
Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., 




Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Di antaranya: 
(1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya 
Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. 








Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota 
sebanyak 42 orang. 
(2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A 
Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu 
Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan 
beranggota sebanyak 42 orang. 
(3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. 
Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, 
nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang. 
Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing 
Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu: 
1) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan: 
a) H.M. Yahya Harahap, SH. 
b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH. 
c) KH. Halim Muhammad, SH. 
d) H. Muchtar Zarkasyi, SH. 
e) KH. Ali Yafie. 
f) KH. Najih Ahyad. 
2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan. 
a) H.A. Wasit Aulawi, MA.  
b) H. Zainal Abidin Abubakar. SH.  
c) KH. Azhar Basyir, MA. 
d) Prof. KH. Md. Kholid, SH. 




3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf: 
a) H. Masrani Basran, SH. 
b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH. 
c) Prof. DR. H. Rahmat Djanika. 
d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML. 
e) KH. Aziz Masyhuri. 
Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya 
dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia.Diantara 
peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan 
melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika 
Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah 
barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan 
dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-
larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-
menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-
undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.
44
 
Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 
Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah 
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian 
penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh 
Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat 
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itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam 
“diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan 
Agama di seluruh Indonesi.
45
 
Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut 
adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, 
pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 
dari: 
a) Buku I tentang Hukum Perkawinan. 
b) Buku II tentang Hukum Kewarisan. 
c) Buku III tentang Buku Perwakafan. 
Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama 
Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, 
untuk dugunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat 
yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan 
sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. 
Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri 
Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 
Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi 
Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya 
dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 
Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 
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yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 
Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.
46
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TINJAUAN UMUM  TENTANG PERNIKAHAN 
 
A. Pengertian Nikah 





 berasal dari kata “kawin” menurut bahasa 
artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
kelamin, atau bersetubuh.
49
 Nikah artinya akad menikahkan. Nikah secara 
hakikat adalah akad. Secara majaz dipakaikan dengan makna bersetubuh. 




Pengertian nikah dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum 
perkawinan yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara anggota keluarga.
51
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “perkawinan menurut 




Secara istilah, sebagian fuqaha‟ memberikan defenisi perkawinan 
sebagai berikut: 
ب َّ ْؼَٕبُ٘ َِ  ْٚ ٠ِْح أَ ِٚ ِٚ اٌزَّْؿ ْؽٍئ ثٍَِْفِع إٌَِّىبِذ أَ َٚ ُٓ إِثَبَزخَ  َّّ  َػْمٌع ٠َزََؼ
 
Artinya :  “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 





Sementara Syeikh Wahbah al-Zuhaili menuliskan defenisi pernikahan 
sebagai berikut: 





Artinya : “Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan syara‟ 
untuk membolehkan  bersenang-senang antara laki-laki dan 
perempuan dan menghalalkan bersenang-senang laki-laki dengan 
perempuan” 
 
Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinikan: 
 إٌىبذ شؽػب ٘ٛ ػمع ٠زؼّٓ اثبزخَ ٚؽٍئ ثٍفع أىبٍذ أٚ ٔسٖٛ. 
Artinya : Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung 
ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz 




Kata az-zawaj (pernikahan) secara bahasa berarti pasangan atau 
jodoh.
56
 Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT.: 
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            
Artinya : Demikianlah. dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. (QS. 
Ad-Dukhan [44]: 54) 
 
Dalam ayat lain juga disebutkan lafaz yang sama, di antaranya: 
          
Artinya :  Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan. (QS. At-
Takwir[81]: 7) 
 
Dari berbagai defenisi yang sudah dikemukakan di atas, dapat ditarik 
kseimpulan bahwa pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan 
perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan 





B. Dasar Hukum Nikah 
1. Dalil-dalil al-Qur‟an 
Syariat pernikahan tentunya memiliki dasar yang menjadi acuan, 
dalam al-Qur‟an sendiri akan banyak ditemukan dalil-dalilnya, di 
antaranya:  
a. Firman Allah dalam surah An-Nūr ayat [24] 32: 
                             
                 
Artinya :  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah 
                                                             









Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al-Misbah, bahwa 
ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penaggung jawab bahkan 
para kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling 
kamu, dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang 
yang sendirian diantara kamu, agar mmereka dapat hidup tenang dan 
terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya.
59
 
Ia juga menjelaskan, bahwa  kata (ِٟاأل٠ب)merupakan jamak dari 
 pada mulanya bermakna perempuan yang tidak memiliki (أ٠ُّ)
pasangan. Maknanya adalah janda, tetapi kemudian meluas sehingga 
masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria 
yang hidup membujang, baik jejaka maupun duda.
60
 
b. Firman Allah dalam surah An-Nisaa‟ [4]:3: 
                                 
                              
      
Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa‟ [4]:3) 
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Syeikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, pada ayat (    )  adalah 
perintah yang bersifat al-Ibahah (memperbolehkan). ia juga 
mengatakan bahwa ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
perintah tersebut bersifat wajib, namun yang dimaksud wajib disini 
bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlahnya, 
yaitu dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, 
maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut.
61
 Dalam ayat ini 
mengandung petunjuk diperbolehkannya melakukan poligami sampai 




Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa wanita yang boleh 
dinikahi adalah dua, tida dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan 
bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh 
sebahagian orang yang pemahamannya jauh dari al-Qur‟an dan Sunnah 
dan bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Mereka beranggapan 
bahwa “waw” pada kalimat tersebut adalah satu kesatuan. Hal tersebut 
berdasarkan bahwa Nabi SAW. menikahi sembilan wanita dan 
mengumpulkan mereka dibawah perlindungan beliau. Pendapat jahil 
ini sering dilontarkan oleh para pengikut rafidhoh dan ahlu zhahir 
(zhahiriyah) dan mereka menjadikan kata mastna seperti itsnain, 
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demikian pula tsulasa dan ruba‟. Bahkan sebagian ahli zhahir 




c. Firman Allah dalam surah Ar-Ruum [30]: 21 
                            
                   
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-
Ruum [30]: 21) 
 
Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa manusia itu akan 
gelisah jika ia hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak 
berteman. Lalu laki-laki mencari perempuan sampai dapat dan perempuan 
menunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukan jadi satu. 
Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan terjadi 
perkembangbiakan manusia.
64
 Teranglah disini bahwa hubungan laki-laki 
dan perempuan adalah satu diantara ayat-ayat Allah SWT. atau satu 
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2. Dalil-dalil hadits 
Selain ayat-ayat di atas, dalil-dali tentang syariat menikah akan 
banyak kita temui dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. di antaranya: 
بٌََِٙب  ِّ ْؽأحُ ِألَْؼثَغٍ: ٌ َّ ٌْ َْٕىُر ا ػٓ أثٟ ٘ؽ٠ؽ ح ؼػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ لبي:  رُ




Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW. bersabda:  “Nikahilah 
wanita karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, 
kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena 
agamanya, karena ia akan menyelamatkanmu.” (Muttafaq 
„Alaihi) 
 
Hadits ini merupakan anjuran seseorang laki-laki ketika akan 
melaksanakan pernikahan hendaklah ia mencari pasangan yang benar-benar 
baik, terutama dalam masalah agamanya. Karena Rasulullah SAW. 
memberikan beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan demi kebahagian 
pernikahan mereka nantinya.  
Imam Ash-Shan‟ani menjelaskan makna hadits ini, bahwa yang 
membuat laki-laki tertarik dengan wanita itu karena empat sifat yang dimiliki 
oleh wanita seperti yang disebutkan hadits di atas, dan sifat terakhir adalah 
karena agamanya. Rasulullah SAW. menyerukan agar ketika seseorang 
hendak menikah, lalu ia menemukan wanita yang baik agamanya, maka 
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Dalam hadits yang lain juga disebutkan: 
 
َٟ هللاُ َػُٕٗ لَبي: لَبَي ٌََٕب َؼقٛي هللاِ طٍٝ  ٍظ ؼػ ْٛ ْكُؼ َِ  ِٓ ْٓ َػْجِع هللَاِ ْث جَبَة, َػ ْؼَشَؽ اٌشَّ َِ :  }٠بَ  َُ قٍَّ َٚ  ِٗ هللاُ َػ١ٍَْ
ُْ ٠َْكزَِطغْ  ٌَ ْٓ َِ َٚ ٍْفَْؽِج,  ٌِ ُٓ أَْزَظ َٚ ٍْجََظِؽ  ُ أََغغُّ ٌِ ْج, فَئَِّٔٗ َّٚ ١ٍَْزََؿ ُ اٌجَبَءحَ فَ ُْٕى ِ ِٓ اْقزَطَبَع  َِ ُ , فَئَِّٔٗ َِ ْٛ ِٗ ثِبٌظَّ , فََؼ١ٍَْ
َِٚخبٌء{. ِزفك ػ١ٍٗ  ٌَُٗ
68
 
Artinya : Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW. 
bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa 
diantara kalian mempunyai kesanggupan menikah, maka 
hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan 
pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum 
sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan 
menjadi perisai baginya.” (Muttafaq „Alaihi) 
 
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil keterangan dari para ulama 
Syafi‟iyah dalam memaknai kata “syabab”, yaitu nama yang digunakan untuk 
orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun.
69
 Ia juga menukil 
pendapat imam al-Qurthubi dalam kitab al-Mufhim, yaitu seorang dikatakan 
“hadats” (remaja) itu hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut “syabab” 
(pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut “kahl” (tua), hal 
ini juga senada dengan perkataan Az-Zamakhsyari tentang “syabab” 
(pemuda), yaitu sejak baligh hingga usia 32 tahun.
70
  
Sedangkan menurut Ibnu Syas al-Maliki dalam kitab al-Jawahir 
bahwa usia seseorang dikatakan pemuda hingga umur 40 tahun. Namun Imam 
an-Nawai berkata” Pendapat paling benar dan terpilih ialah seorang dikatakan 
pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia 
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disebut “kahl” (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan setelah itu 
disebut dengan “syaikh” (kakek).
71
 
Menurut Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Rasulullah SAW. 
berbicara kepada para syabaab dikarenakan merekalah yang lebih cenderung 
syahwatnya kepada wanita.
72
 Makna “al-baa‟ah” disini ialah “jima‟”, 
maksudnya adalah barangsiapa diantara kalian yang mampu berjima‟ dan 
mampu membiayai nikah, maka nikahlah.
73
 
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil keterangan dari pendapat imam 
an-Nawawi, bahwa arti “al-baa‟ah” ada dua: 
a. Yang pertama yaitu jima‟. Artinya, “Barang siapa diantara kamu yang 
mampu untuk melakukan senggama (jima‟) karena kesiapannya 
menaggung biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa 
yang belum mampu melakukan jima‟ karena belum siap menanggung 
biaya hidup, maka hendaknya ia puasa untuk menolak syahwatnya. 
b. Yang kedua yaitu biaya nikah, maka makna hadits ini adalah “Barang 
siapa yang mampu menanggung biaya nikah, maka nikahlah. Dan bagi 
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Para ulama Malikiyah berdalil dengan hadits ini untuk mengharamkan 
istimna‟ (onani), karena disaat seseorang tidak mampu menikah, maka 
Rasulullah SAW. memberikan solusi yaitu berpuasa, agar ia dapat menekan 
gejolak syahwatnya. Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan 
istimna‟, yaitu para ulama dari kalangan Hanbali dan Hanafi dengan tujuan 
mengurangi dorongan syahwat.
75
 Imam Shan‟ani juga berpendapat demikian 
ketika menjelaskan hadits ini, yaitu sebahagian mazhab Maliki menggunakan 
hadis ini sebagai dalil haramnya onani, karena jika dibolehkan tentu akan 




Dalam hadits yang lain juga disebutkan: 
َٟ َطٍَّٝ هللاُ  َّْ إٌَّجِ ُْٕٗ أَ َٟ هللاُ َػ بٌٍِه َؼِػ َِ  ِٓ ْٓ أََِٔف ْث َػ َٚ لَبَي:}ٌَِىِّٕٟ أََٔب َٚ  ,ِٗ أَْنَٕٝ َػ١ٍَْ َٚ َع هللاَ  ِّ َُ َز قٍَّ َٚ  ِٗ  َػ١ٍَْ




Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW. memuji dan 
menyanjung Allah SWT. lalu bersabda:”Tetapi aku juga shalat 
dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku 
juga menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku berarti 
ia bukan termasuk golonganku.” (Muttafaq „Alaihi) 
 
Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan makna   ُقَِّٕخ ف١ٍَََْف ْٓ ْٓ َؼِغَت َػ َّ فَ
ِّٟٕ ِ (Barang siapa membenci sunnahku berarti ia bukan termasuk golonganku) 
dalam Fathul Baarii, yaitu maksud sunnah disini adalah jalan hidup beliau, 
bukan sunnah yang berhadapan dengan fardhu. Kata “raghiba” pada hadits ini 
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artinya berpaling dari sesuatu yang lain. Maksudnya, barangsiapa yang 
meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, maka dia bukan dariku. 
Rasulullah SAW. hendak menyindir cara-cara rahbaniyah (kependetaan).
78
 
Itulah kenapa Rasulullah SAW. menganjurkan kita untuk menikah agar kita 
tidak sama dengan paham rahbaniyah (kependetaan) yang tidak mau menikah, 
dan juga dalam rangka menyelamatkan kita dari jalan kerusakan akibat 
perzinahan. 
Dalam hadits yang lain juga disebutkan: 
١ًْٙب شَ  َٔ ًِ ِٓ اٌزَّجَزُّ ٠ََْٕٙٝ َػ َٚ ٌْجَبَءِح  َْ ثِب ْٚ ُؽ ُِ
ْ َُ ٠َأ قٍَّ َٚ َْ َؼقٛي هللاِ طٍٝ هللاُ َػ١ٍَِْٗ  ُْٕٗ لَبَي: َوب َػ ُي: َٚ ْٛ ِع٠ًْعا, ف١ََمُ




Artinya : Dari masih dari Anas bib Malik r.a ia berkata, “Rasulullah SAW. 
menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami dengan keras 
untuk membujang, beliau bersabda.”Nikahilah wanita yang 
penyayang lagi subur, sebab aku bangga dihadapan para Nabi 
dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat.”(HR. Ahmad 
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 
 
Al-Tabattul artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan 
diri beribadah kepada Allah SWT. al-Walud yaitu wanita yang subur 
peranakannya. Hal ini bisa dilihat dari kerabatnya. Al-Walud adalah wanita 
yang penyayang, sifat baik, berakhlak baik dan setia kepada suaminya.
80
 
C. Hukum Menikah 
Ibnu Rusyd menuliskan hukum menikah dalam kitabnya Bidayatul 
Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yaitu: 
1. Sekelompok ulama, yaitu jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah. 
                                                             
78 Ibnu Hajar al-Asqolani, Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari, h. 317 
79
 Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, h. 222 




2. Ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib. 
3. Para ulama muta‟akhkhirin (belakangan) dari mazhab Maliki berpendapat 
bahwa menikah itu bagi sebahagian orang itu wajib, bagi sebahagian orang 
itu sunnah, dan bagi sebahagian yang lain itu mubah. Hal tersebut 
berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.
81
 
Sebab perbedaan pendapat karena perbedaan pendapat dalam 
memahami perintah Allah SWT. dalam surah an-Nisaa‟ [4]:3. Dan juga sabda 
Nabi SAW.
82
 tentang perintah menikah agar ia bangga dengan banyaknya 
umat pada hari kiamat. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu 
wajib untuk sebahagian orang dan sunnah juga bagi sebagian orang, dan juga 




Syeikh Wahbah al-Zuhaili menuliskan hukum menikah dalam 
kitabnya, bahwasanya hukum menikah itu beragam, yaitu tergantung kepada 
keadaannya masing-masing: 
1. Wajib: menurut kebanyakan ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, 
jika seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak 
menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya 
baik itu mahar ataupun nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya.  
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Dan ia juga tidak mampu untuk menjaga dirinya untuk tida terjatuh dalam 
perbuatan zina dengan cara berpuasa. 
2. Haram: nikah itu diharamkan jika seseorang yakin akan mendzolimi dan 
membahayakan isterinya jika menikahinya, seperti tidak mampu untuk 
memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil terhadap 
isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke 
dalam  keharaman maka ia hukumnya juga haram. 
3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada 
dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan 
jika ia menikah. Ia khawatir tidak memberikan nafkah, berbuat jelek 
kepada keluarga.  Dalam mazhab Hanafi, makruh ada dua macam; makruh 
tahrimi (mendekati haram) dan tanzihi (mendekati halal) sesuai dengan 
kuat dan lemahnya kekhawatirannya.
84
 
Dalam kondisi tertentu juga seseorang dimakruhkan untuk 
menikah, seperti ketika seseorang tidak butuh kepada wanita dalam hal 
jima‟ dan juga tidak punya biaya. Atau juga ketika ada biaya cukup untuk 
menafkahi keluarga, akan tetapi ia memiliki penyakit sehingga 
menghalanginya untuk memiliki keturunan, impoten, maka hukumnya 
makruh. Demikian pendapat sebahagian ulama Syafi‟iyah.
85
 
4. Dianjurkan: menurut jumhur ulama selain Syafi‟i, pernikahan dianjurkan 
ketika seseorang berada dalam keadaan stabil, sekiranya ia tidak 
terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tidak menikah dan juga tidak 
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khawatir akan mendzalimi isterinya jika ia menikah.  Keadaan stabil ini 




D. Syarat dan Rukun Nikah 
a. Syarat Nikah 
 Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 




1) Calon Suami 
Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a.) Bukan mahram dari calon isteri 
b.) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) 
c.) Tidak sedang ihram haji 
2) Calon Isteri 
Seorang calon isteri yang akan menikah harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a) Tidak bersuami 
b) Bukan mahram 
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c) Tidak dalam masa iddah 
d) Merdeka (atas kemauan sendiri) 
e) Jelas orangnya 
f) Tidak sedang ihram haji 
3) Wali 
Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Laki-laki 
b) Dewasa 
c) Waras akalnya 
d) Tidak dipaksa 
e) Adil 
f) Tidak sedang ihram haji 
4) Ijab Kabul 
Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul 
ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 
disaksikan oleh dua orang saksi. 
5) Mahar  
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hokum Islam. 
Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya 




Sebagaimana firman Allah dlam surat An-nisa ayat 4: 
                       
        
Artinya:  Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya. 
 
Didalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon 
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 
yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” 
Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin 
menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.  
b. Rukun Nikah 
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam pernikahan, Jumhur 
Ulama sepakat ada empat, yaitu:
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1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan 
a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah 
sama-sama beragama islam. 
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b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang 
lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-
hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. 
c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju 
dengan pihak yang mengawininnya.  
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 
a. Orang merdeka (bukan budak) 
b. Laki-laki 
c. Telah dewasa dan berakal sehat 
d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah 
e. Adil 
f. Berfikiran baik 
g. Seorang muslim 
3) Adanya dua orang saksi 
a. saksi berjumlah minimal dua orang 
b. kedua saksi itu merdeka (bukan budak) 
c. saksi bersifat adil 
d. saksi harus beragama Islam 
e. saksi harus bisa mendengar dan melihat 
f. kedua saksi adalah laki-laki 
4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul 




b. Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang 
sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. 
c. Ijab dan Kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa 
terputus walau sesaat 
 
E. Tujuan Pernikahan 
Diantara tujuan dan manfaat pernikahan adalah bahwa pernikahan itu 
menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang 
dilarang Allah dan mendapat kasih sayang suami isteri. Manfaat lainnya yaitu 
mengembangkan keturunan, menjalin ikatan kekeluargaan dan memperkuat 
ikatan kasih saying sesama mereka.
89
 
Dalam konteks Maqashid, al-Jurjawi (w. 1380 H) memandang bahwa 
pernikahan harus membawa mashlahat, baik bagi suami ataupun isteri, 
maupun masyarakat.  Begitu bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai 
kebaikan (mashlahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar dari pada 
keburukan-keburukannya (mudharat).  
Dari sisi kolektif bisa dipahami bahwa manfaat nikah yang paling 
berarti menurut al-Jurjawi adalah meneruskan keturunan, tetapi maksudnya 
bukan hanya pemeliharaan anak secara fisik saja. Lembaga pernikahan 
menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan menjadi suci dan 
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 Jika kita lihat secara umum, maka tujuan pernikahan sangatlah banyak 
sekali, di antaranya:  
1. Sebagai pemenuhan kebutuhan biologis 
Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedaan manusia 
dengan hewan dalam penyaluran hsrat seksual adalah pernikahan, 
sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual 
secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu al-
Jurjawi (w. 1380) menyatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara 
yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-
masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.
91
 
Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, dan 
Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk melakukan 
hubungan seks melalui pernikahan. Quraish Shihab mengatakan bahwa 
seks bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi seuatu yang bersih. Allah 
memerintahkan kita untuk menyalurkan kebutuhan seks ini melaui jalan 
yang halal, sebagaimana firman Allah SWT.: 
                              
              .....     
Artinya : Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan 
nafsumu, karena  itu Allah mengampuni kamu dan memberi 
ma'af kepadamu. Maka sekarang  campurilah mereka dan 
ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.  
(QS. Al-Baqarah [2]:187) 
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                              
                
Artinya : Datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira 
orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]:223) 
 
Quraish Shihab menafsirkan ayat 187 dengan mengatakan bahwa 
seks merupakan kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, mereka para isteri 
adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu adalah pakaian bagi 
mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa 
pakaian, maka demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam 
kehidupan normal manusia dewasa.
92
  
Quraish Shihab memperkuat ayat 178 dengan ayat 223, ia 
menjelaskan bahwa isteri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka 
datangilah, garaplah tanah tempat cocok tanam tersebut. Datangi  saja dan 
dari mana saja, asal sasarannya ke arah yang tepat, bukan arah yang lain. 
Karena arah yang lain merupakan tempat untuk mengeluarkan najis dan 
kotoran, bukan menerima yang suci dan bersih.
93
 
Secara dzahir ayat ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah SWT. kepada manusia. Ayat ini mengandung ajaran 
bahwa penciptaan manusia berpasang-pasangan yang kemudian 
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Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan memiliki insting 
untuk tertarik dengan lawan jenisnya, laki-laki tertarik dengan wanita dan 
juga sebaliknya, ini merupakan sebuah fitrah manusia. Oleh karena itu, 
pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah 
manusia yang selalu cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya, 
bahkan Islam melarang seseorang untuk membujang (tabattul).
95
 
2. Menggapai kedamaian dan ketentraman  
Kedamaian, ketentraman, ketenangan hidup, rasa cinta  merupakan 
keinginan setiap manusia, ia diibaratkan seperti air yang setiap saat, 
dimanapun dan kapanpun pasti dibutuhkan dan diinginkan oleh semua 
orang. Di samping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, pernikahan 
juga sebagai bukti kebesaran Allah yang didalamnhya banyak perenungan 
dan nilai-nilai kehidupan. Adapun tujuan pernikahan yang lain 
sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ar-Ruum [30] ayat 21: 
                             
                 
Artinya:  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
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Tujuan kita dalam pernikahan tentunya menjadikan keluarga kita 
sebagai bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Karena 
sebuah keluarga yang tidak tercapai tiga unsur tersebut, pastilah tujuan 
dari pernikahan itu sendiri akan sulit dicapai. 
Sakinah bermakna bahwa pernikahan melahirkan ketenangan batin. 
Allah telah menciptakan dalam setiap makhluk dorongan untuk menyatu 
dengan pasangannya. Dari sini Allah SWT. menciptakan pada diri manusia 
naluri seksual. Maka dari itu, setiap manusia merasa perlu untuk 
menemukan lawan jenisnya, karena semakin hari kebutuhan akan lawan 
jenis ini semakin memuncak. Ia akan gelisah, pikiran akan kacau, jiwa 
akan terus menerus bergejolak jika kebersamaan dengan pasangan itu tidak 
terpenuhi. Karena itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bagi 
manusia, agar semua kegelisahan itu mereda dan masing-masing 
memperoleh ketenangan.
96
 Quraish Shihab menyebutkan bahwa sakinah di 
ambil dari kata sakana berarti diam/tenangnya sesuatu. Pisau dinamai 
sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang disembelih tenang, 
tidak bergerak. Sakinah dalam pernikahan, yaitu ketenangan dinamis dan 
aktif, tidak seperti kematian binatang.
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Mawaddah mengandung arti cinta dan harapan, al-Biqa‟i 
mengatakan kelapangan dan kekosongan. Ia merupakan rasa cinta yang 
tampak buahnya dari sikap dan perlakuan.
98
 Imam Qurthubi dalam 
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menjelaskan makna mawaddah ia menukil pendapat Ibnu Abbas dan 
Mujahid, yaitu mawaddah berarti hubungan seksual dan rahmah adalah 
anak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksud mawaddah dan 
rahmah adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. Sedangkan As-
Sudi berkata bahwa mawaddah adalah cinta dan rahmah adalah rasa 
sayang.  
Pendapat yang lain dari Ibnu Abbas tentang makna mawaddah 
adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan rahmah adalah kasih 
sayangnya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk.
99
 Buya 
Hamka mendefiniskan rahmah dengan arti kasih sayang, kasih sayang 
yang lebih dalam dari pada cinta.
100
 
Al-Jurjawi (w. 1380) menjelaskan bahwa pernikahan dapat 
menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan 
cinta dan kasih sayang pada suami isteri. Kemesraan suami isteri 
dipandang sebagai media bagi perkembangan jiwa. Hubungan seksual dan 
kemesraan itu sangat berpengaruh dalam berkembangnya pasangan suami 
sitri dan juga meringankan beban psikis.
101
 
Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menciptakan 
perempuan untuk kaum laki-laki dari jenis yang sama, menjadikan awal 
permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu 
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Allah juga berfirman dalam surah an-Nisaa‟ [4] ayat 19: 
                               
       
Artinya:  Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 
 
Imam Syafi‟i berkata, “Allah berfirman,  )ِف ْٚ ْؼُؽ َّ ٌْ َّٓ ثِب  َػبِشُؽُٚ٘ َٚ ( 
„Bergaullah dengan mereka secara patut.‟ Ini adalah ayat yang kami 
sajikan mengenai hak isteri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam 
beberapa hal, misalnya menyangkut masalah sandang pangannya. Juga hak 
suami yang harus ditunaikan oleh sang isteri yang tidak termasuk hak 




3. Menjaga kehormatan diri, anak, dan keluarga 
Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan 
perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan 
spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam 
sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina.
104
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Pernikahan merupakan akad yang suci untuk mengemban misi 
yang suci pula, karena itu syariat Islam mengatur kehidupan manusia 
khususnya masalah keluarga agar tetap berada dalam kesucian itu. 
Allah SWT. berfirman: 
                                
                         
Artinya:  Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali 
terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, 
Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 
Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah 
orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu‟minun [23]: 
5-7) 
 
Dalam ayat yang lain Allah SWT. juga berfirman: 
                               
                           
Artinya:  Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali 
terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka 
miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 
tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka 
Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma‟arij 
[70]: 29-31) 
Menurut Quraish Shihab, orang yang termasuk memperoleh 
kebaikan yaitu mereka yang tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya 
melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama. 
Menyalurkan kebutuhan biologis kepada pasangan hidup pun diatur oleh 
agama, seperti tidak boleh bercampur dengan isteri jika ia sedang haid, 
atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama.
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Salah satu larangan dalam menyalurkan kebutuhan biologis yaitu 
mencampuri isterinya melalui dubur. Diharamkan menyetubuhi isteri pada 
duburnya berdasarkan dalil-dalil al-Qur‟an dan Sunnah serta atsar para 




Kemudian dalam hadits juga Rasulullah SAW. dengan jelas 
mengatakan keharaman menggauli isteri pada duburnya: 
ًة ِف ُدبُرَِىا. )رواه امحد وابو َعْن َأِبْ ُىَريْ رََة َرِضَي اهلُل َعْنُو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صّلى اهلل َعَلْيِو وسلَّم: َمْلُعوٌن َمْن أََتى اْمَرأَ 
 داود(
 
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda. 
“Terlaknatlah  laki-laki yang mendatangi isteri pada duburnya.” 




Hadits di atas menunjukkan haramnya menggauli wanita pada 
dubur. Demikian pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnul Qayyim mengatakan 
bahwa hal itu merusak keagamaan dan keduniaan.
108
 Maka dengan 
pernikahan, seseorang akan mendatangi isterinya dari tempat yang diatur 
agama, sehingga ia tersekamatkan dari laknat Allah SWT. karena 
mendatangi isterinya pada tempat yang salah. 
Dalam tafsir al-Azhar, buya Hamka menjelaskan kata faraj yang 
diartikan dengan alat kelamin atau kemaluan, biasanya juga diartikan 
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dengan kehormatan. Yang lebih tepat yaitu mencakup kelamin laki-laki 
atau perempuan. Dalam ayat ini disebut bahwa salah satu ciri orang yang 
berimana ialah yang menjaga dan tidak mempergunakan alat kelaminnya 
dengan salah atau tidak menjaga dan memeliharanya. Dan semua itu bisa 
dilakukan melalui jalan pernikahan.
109
  
Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek 
untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah 
menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga 
salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal 




Disyariatkannya pernikahan adalah salah satu sarana Islam 
mewujudkan kemashlahatan kehidupan manusia dan menolak 
kemudharatan yang ditimbulkannya. Dikatakan demikian karena dengan 
adanya pernikahan seseorang akan terhindar dari hubungan seksual secara 
bebas yang mendatangkan banyak mafsadat seperti penyakit menular 
HIVAids dan sejenisnya. Pernikahan juga dapat memelihara diri dan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Melihat dari apa yang telah dijelaskan dalam tulisan ini dari awal 
sampai pada poin ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa: 
1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2) tentang kewajiban Isteri yang 
berbunyi : “isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 
tangga sehari-hari denga sebaik baiknya”. Artinya, pada prinsipnya, para 
imam mazhab yang empat (Abu Hnafiah, Maliki, Syafi‟I dan Ahmad bin 
Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa isteri untuk 
melakukan pekerjaan rumah tangga, karena hakikat dari akad nikah adalah 
untuk saling bersenang-senang (istimta‟), bukan untuk pelayanan 
(istikhdam) serta di ambil manfaatnya. Dan ulama-ulama lain juga 
mengatakan hadist-hadist yang menceritakan khidmat seorang isteri 
terhadap suaminya itu merupakan perbuatan suka rela dan akhlak mulia. 
2. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa antara hak seorang isteri harus 
seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Ditetapkan 
bahwa isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara ekplisit 
tergambar dari nash. Di antaranya yaitu kewajiban untuk melayani suami 
dalam hal hubungan biologis, kewajiban untuk menjaga harta kehormatan 
selaku isteri, serta kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami, 
adapun tugas menyapu,mengepel, memasak dan sebagainya adalah 




isteri kepada suaminya. Ditentukan juga bahwa suami berhak untuk 
menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban isteri, dan suami 
dilarang untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya, termasuk, menuntut 
isteri untuk berkhidmat keapadanya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, penulis menyampaikan 
beberapa saran yaitu: 
1. Dalam hubungan suami isteri, seharusnya masing-masing memahami 
kewajiban kewajiban yang mesti dilakukan, karena pemenuhan kewajiban 
tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khusus untuk 
kepada suami hendaknya tidak memaksa isterinya untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan rumah. 
2. Dalam hubungan rumah tangga, hendaknya suami isteri saling memahami 
kondisi masing-masing mereka, saling membantu, berkomunikasi dengan 
baik, sehingga permasalahan kehidupan rumah tangga dapat diselesaikan 
dengan bijak. Di samping itu, para suami harus memperhatikan batasan-
batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang isteri 
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